PUTUSAN % _E
Nomor: 441/PID.SUS/2018/PT MKS RN S

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana dalem peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

J dalam perkara Terdakv/a :
I. Nama legkap . IRA MARLINA Alias IRA Binti MAF SUKI:
2. Tempat Lahir . Bantaenn

3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 06 Oktober 1988:

4. Jenis Kelamin . Perempuan ;
5 Kebangsaan . Indonesie ;
3. Tempat tinggal . Dusun Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan

Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7.Agama . Islam :

3. Pekerjaan © Ibu Rumah Tangga;

verdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat
penntah/penctapan oleh:
1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus
2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai derigan tanggal 4

Septembier 2018;

. 3. Pznabanan Hakim Tingqi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15
Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

Terdukwa didampingi o'eh Penasihat Hukum, RUDI HARTONO, SH.

Aavokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hartono & Rekan, yang beralamat di

Jalan Perumahan Dosen Unhas Biok AG Nomor 45, Tamalanrea, Jalan Perintis
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Fengadilan negeri Bantaeng, dibawah register Nomor 11/Srt.Pid/Pdtr. SK/8/2018/PN.

San, tanggal 8 Agustus 2018;-------------- : e

Pengadilan Tinggi Itersebut;

Telah membaca :
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018
Nornor. 441/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk

meme.iksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

N

Perunjukan Panitera  Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018
Nomcr: 441/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti

untuk mendampingi dan mernbantu Majelis Hakim:

3.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor

eg. Perk. PDM : 03/R.4.17/Euh.2/08/2018, tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa telah
'idztkwe sebagai berikut, :

‘ Dakwaan :

Kesatu :
Bahwa ia terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI pada hari Sabtu ‘
tanggal 23 .'uni 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain
- . dalam Bulari Juni Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun
3onto 'Marunnu Desa rPajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mas;ih dalam daerah hukum Pengadilan |
Negeri Bantaeng, Se{iap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun
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menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara mer.jadi tidak s

ah;” .

memilih calon tertentu. atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana yang

dilekukan terdakwa dengan caia-cera antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Biatas berawal pada saat terdakwa
rmenerima telefon dari saksi Zaenab S. Pd.i Binti Sampara sambil mengatakan
pacla terdakwa “ki k;asi kumpul semua tim relawan ta yang 9 (Sembilan) orang,
10 (sepuluh) dengan kita karena mau ada pertemuan di rumah ta jam 09.00
wita” kemudian saksi Zaenab menutup telefon namun tidak lama kemudian
saksi Zasnab kembali raenelfon terdakwa can berkata bahwa pertemuan
diunclur kembali hingga pukul 13.00 wita selanjutnya setelah terdakwa selesai
menerima telefon terdakwa lalu meneiion relawan-relewan untuk terdakwa
panggil menghadiri pertemuan ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita orang-orang yang dihubungi oleh

terdakwa yang berjumiah kurang lebih 20 (dua puluh orang) mulai berdatangan
\'- di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Bin Ruddin datang di
/ rumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan
yane terdakwa tidak kenali dan langsung mengambil tempat yang telah di
siapkan dan saat itu saksi Ridwan langsung membuka acara dan memberikan
arahan kepada peserta pertemuan dan setelah itu saksi Ridwan meminta
tardakwa untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-
Quran saksi Ridwan meminta peserta pertemuan untuk berdiri dan meminta
para pesarta untuk mengikuti Iarai sumpah yang di ucapkan oleh saksi Ridwan
ramun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan
olzh saksi Ridwan’ namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar

peserta pertemuan tersebut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Bartaeng nomor urut 3 yaitu Pasangan llham Azikin dan H. Sahabuddin;
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Bahwa kemudian setelah saksi Ridwan menyumpah para peserta 'ftemt'laﬁ,
saksi R.dwan menyuruh para peserta untuk mengambil undangan berwa _/";

S
orenve yang diletakkan di atas meja dimana di dalam undangan tersebut
1errﬁapa‘. gambar pasangan calon Bupaii dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan
setélah membagi-bagikan undangan tersebut saksi Ridwar bertanya “siapa
tuan rumah” dan dijawab oleh terdakwa ‘saya” sambil mengangkat tangan
kemudian saksi Ridwan berbicara kepada perempuan yang terdakwa tidak
kenali dan kemudian perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut
memanggil terdakwa dan memberikar uang pada terdakwa sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima
uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagi-bagikan uang
lersebut kepada peserta pertemuan kemudian terdakwa membagikan uang
yang terdalkwa terima dari perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut
kepada peserta pertemuzn diantaranya saksi Jusniati, saksi Firda, dan saksi
\Kasmawm masing-masing sebésar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

:5*“9 telah itu seluruh peserta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-

Bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi baik
secara langsung ataupun tidak langsung para peserta yang hadir agar memilih
pasangan calon Bupati dan Wakil .‘Bupati Bantaeng Nomor urut 3 yaitu llham
Azikin dan H. Sahabudiin;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan uang tersebut bertentangan
dengan Pasal 73 Avat (4) yang menyebutkan bahwa selain calon atau
pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak
lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

kepada warga negara Indoresia baik secara langsung ataupun tidak langsung
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untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, men%‘
o dfv/j

mermpengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu:

rak pilih dengan cara teitentu sehingga mengakibatkan suara tidak

Perbuaian Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 187 A Ayat (1) Unaang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
r’eﬁverintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Femilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;---------====-

AT ﬂ: U
Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI bersama
dengan Saks: Ridwan dan Peremouan yang tidak dikenali Terdakwa, baik bertindak
secara sendii-sendiri rnaupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau

ﬁthurut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita

'f\l seiidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di
-3‘ 4 Lmz;hh terda<wa yang tprletak di Dusun Bontc Marannu Desa Pajukukang Kec
%—/j;}}a}}m ukang Kabupaten Bantaeng alau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
rnasin dalam daerah hukum Pengacilan Negeri Bantaeng, Setiap Orang yang
dengar. sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi
pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara
tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak
mevnilih calon tertentu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara
antara lain sebagai berixkut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa

menerima telefon dari saksi Zaenat: S. Pd.i Binti Sampara sambil mengatakan
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paoca terdakwa “ki kasi kumpul semua tim relawan ta yang 9 (Sembi!én} orang,

10 ‘sepulub) dengan kita karena mau ada pertemuan di rumah ta jam 09.&‘)4"'/
wite” kemudian saksi Zaenab menu.up telefon namun tidak iama kernuc_'liaﬁ_
saksi Zzznab kembali menelfon terdakwa dan berkata bahwa pertemuan
diundur kembali hingga pukul 13.00 wita selanjutnya setelah ‘erdakwa selesai
meneriria telefon terdakwa lalu menelfon relawan-relawan untuk terdakwa
panggil menghadiri pertemuan

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita orang-orang yang dihubungi oleh
terdakwva yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh orang) mulai berdatangan
di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Bin Ruddin aatang di
rumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki dan seoreng perempuan
yang terdakwa tidak kenali dar langsung mengambil tempat yang telah di
siapkan dan saat itu saksi Ridwan langsung membuka acara dan memberikan
arahan kepada ﬁeserta perternuan dan setelah itu <aksi Ridwan meminta
terdakwz untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-
Quran saksi Ridwan meminta peserta periemuan untuk berdiri dan meminta
' I:"._:'para peserta untuk mengikuti lafal sumpah yang di ucapkan oleh saksi Ridwan
namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan
oieh saksi Ridwan namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar
peserta pertemuan tersebut menlilir'1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Bartaeng nomor urut 3 yaitu Pasangan liharn Azikin dan H. Sahabuddin:

Bahwa kemudian setelah saksi Ridwan menyumpan para peserta pertemuan,
saksi Ridwan menyurun para peserta untuk mengambil undangan berwarna
oranye yang diletakikan di atas meja dimana di dalam undangan tersebut
terdapa’ gambar ;;asangar‘ calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan

setelah membagi-bagikan undangan tersebut saksi Ridwan bertanya “siapa

tuan rumah” dan dijawab oleh terdakwa “saya” sambil mengangkat tangan
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kemudian saksi Ridwgn berbicara kepada perempuan yang terdaig;r;fa tndak‘; ,\‘/
=’ £ /
kenali dan kemudian perempuan yang terdakwa tidak kenali 'terseE_titj’
memanqgil terdakwa dan memberikan uang pada terdakwa sebesar
Rp.2.500.200,- (dua juta lima raws ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima
uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagi-bagikan uang
tercebut kepada peserta pertemuan kemudian terdakﬁa membagikan uang
yang terdakwa terima dari perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut
kepada reserta perfemuan diantaranya saksi Jusniati, saksi Firda, dan saksi
Kasmawati, masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
setelah itu seluruh peserta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-

masing,

Bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi baik ‘

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor urut 3 yaitu llham
zikin dan H. Sahabuddin;
J Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan uang tersebut bertentangan
dengan Pasal 73 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa selain calon atau
pasargan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak
lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
k2pada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung
untuk mempengéruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan
hak pilit dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
mernpengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaiinana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 1€7 A Ayat (1) Uncang-undang RIl. No. 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undarig Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiliha

Wy
Gubernur, Bunati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat (1)

-

Ke-1 KUHP; o

Mehimtang, bahwa terdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dara‘rn surat tuntutannya Nomor Reg.
Perkare: PDM-03/BNTG/Euh.2/08/2018, tanggal 1C Agustus 2018 pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Megeri Bantaeng yang memeriksa dan
meryadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IR Binti MARSUKI terbukti secara sah
den meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan
Kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk
mernpengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana Dakwaan

Alternatif kedua kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Rl Nomor

L 41. o AR X
Qt‘ﬁ < s 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang
U

\ A
'\ 'Pefatapan Peraluran Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang
v | &3

'3;1 ilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mer jadi Undang-undang Jo. Pasal 55
ot (1) Ke-1 KIJHP:

Menjatahkan pidana terhadap Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI
dengan oicana penjara selama 3 (tica) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

sewruhnya selama Terdakwa beraia dalam tananan dengan perintah Terdakwa

tetap ditahan, serta membebani Terdakwa membayar Denda sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

2

Mienetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu] lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

1 (setu) lembar undangan memilih yang berwarna orange,
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Dixembalikan kepada Panwas Kab. Bantaeng; A

b V4
4. Menetapkan agar Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUK] membayy
=

5

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkah surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan
mengedili perliiara Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN Ban pada tanggal 14 Agustus 2018
telah 'menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut -

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan uang
sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk
mempengaruhi pemilih agar memiiih calon tertentu”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama: 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar

Rp. 200.000.000,0C (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan seiama 2 (dua)

bﬁl}%n;

wif

¢ Menetapknn masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan:

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00
(sératus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna
orange dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Béntaeng;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu

-

rupiah);
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Merimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa ,C/

dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapaq/
Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing pada tanggal 15 Agustus 201-;3
dan 18 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-
masing Nomor: 93/Akta.Pid.Sus/2018/PN Ban, dan permintaan banding dari
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
oleh Jurusta Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tarigaal 15 Agusius 2018, serta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diberitahukan s=cara sah dan seksania oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana
terryata dalam  RRelas IPemberitahuan Permintaan = Banding  Nomor:

3/Pi4.Sus/2018/PN Ban;----- P BSOS wey

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut.

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16

B

; stus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada

Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 20 Agustus 2018 telah diberitahukan dan
diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng
kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018, s'ebagaimana ternyata dalam Relas
Penyereghan Memori Banding masing-masing Nomor: 93/Akta.Pid.Sus/2018/PN Ban;-

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitanuan Memeriksa Berkas Perkara
(inzage) masing-masing’ Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban, bahwa Jurusita
Pergadilan Negeri Bantaeng telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum,

dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus
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2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 93/Pid.Sus/2018/ i
(R 4

Kepaniteraan Pengadilan Ma2geri Bantaeng sebelum berkas dikirim ke Peng_adﬂtm/
g

Tingoi Macassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut,
telah diajukan dalam tenguang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat
yany ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal
14€1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati -dan Walikota, maka permintaan banding

tervebut secara formal dapat diterima;--- --=-===-cecmemmcmemeocmeaeo-
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mermori bandingnya
telah- mengernukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahvra Dalam Pasal 148 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Fcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tzntang Pemilihan Gubernur,, Bupati Can Walikota Menjadi Undang-

Undang, menyebutkan bahwa upaya hukum banding merupakan upaya hukum

vang terakhir sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berwenang untuk mengadili

- nerkara aquo.

'’ Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan “menyatakan TERDAKWA

IRA MARLINA terbukti csecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

' z pidana ‘'memberikan uang senagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia

secara langsung untuk mempengaruhi pem:lih agar memilih calon tertentu”.

< Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menghukum
terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena TERDAKWA telah terbukti
melakukan tindak picana “memberikan uang sebagai imbalan kepada
Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi
pemilih agar merilih calon tertentu”.

% Bahwa berdasarkan alat bukti vang terungkap dipersidangan yang
diantaranya :

a. Bahwa SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA acalah inisiator
pembentikan tim 10 untuk memenangkan pasangan calon tertentu
pada pilkaaa serentak tanggal 27 Juni 2018 di Bantaeng.

b. Banwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 SAKSI ZAENAB BINTI
SAMPARA menghubungi TERDAKWA untuk mengumpulkan
Relawan dirumah TERDAKWA dan tidak diketahui maksud
pengumpulan Relawan tersebut oleh TERDAKWA.
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c. Bahwa setelah Relawan atau tim 10 tersebut berkumpql_/di rumah
TERDAKWA, SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA dan seoraaﬁ
perempuar bernama “WAHNI" datang dalam pertemuan terseb‘gt‘ &

d. Bahwa seorang Perempuan yang bernama WAHNI memahggi!
TERDAKWA untuk diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua
juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada peserta yang
hadir di rumah terdakwa.

. Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui maksud dari pembagian uang
tersebut karena TERDAIXWA hanyalah Relawan biasa Pasangan
Calon tertentu dimana TERDAKWA hanya diajak oleh SAKSI
ZENAB BINTI SAMPARA untuk menjadi salah satu Relawan
Pasangan Calon tertentu pada Pilkada serentak Tahun 2018

Kami berpendapat jika segala Unsur Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2015
Ten'ang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uncang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-
Uriceng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika TERDAKWA telah
mempengaruh' pemilih sebagaimana keterangan SAKSI JUSNIATI ALIAS JUSNI
BINTi DUDDIN dibawah sumpah menerangkan bahwa saat TERDAKWA memberikan
uang kepada SAKSI, TERDAKWA tidak menyampaikan pesan apapun kepada SAKSI
untuk memilih atau mempengaruhi SAKSI mendukung Pasangan Calon tertentu. Hal
tersebut «arena memang TERDAKWA sama sekali tidak mengetahul tujuan
pembagian uang tersebut. :

Bahwa pendapat kami tersebut, telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim
"dalam perkara aquo pada halaman 29 outusannva yang menya akan bahwa
=2 :_‘_Mgni'g\bang Bahwa Oleh Karena Perbuatan TERDAKWA |, Hanya Menerima
_Mang 'mbalan Dari Perempuan WAHNI Kemudian Membagikan atau Memberikan
_ M!‘.g_z;.jg,f;f‘ersebut Sebagzi Imbalan Kepada Peserta Yang Hadir, Setelah Seseorang
kiuf.,;?%'ﬁg,;f Bernama RIDWAN Mengambil Sumpah Para Peserta Agar Memilih

_Eﬁ;gafhgan Calon Nomor Urut 3 Lalu Membagikan Undangan Pemilihan Yang
=Pidalamnya Hanya Terdapat Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, Maka
Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Semua Unsur Dari Pasal 187 A Ayat 1
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undzng-Undanj Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Melainkan Hanya Sebagai Orang
Vang Turut Melakukan Atau Mewujudkan Tindak Pidana.”

dahwa seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan
TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang memenuhi unsur ‘mempengaruhi pemilih”. Sebagaiman pada
‘akta persidangan seseorang yang bernama WAHNI lah yang patut dan layak
diterapkan sebagai orang.yang telah *memberikan sesuatu untuk mempengaruhi
pemiilih untwk memilih pasangan calon tertentu”.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah keliru menilai unsur ‘dengan
sengaja” da'am perkara aquo dengan berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki
niat dan kehendak untuk melekukan tidak pidana sebagaimana yang di dakwakan
oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang mana semua SAKSI dalam perkara aquo
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ticak pernah mendengar TERDAKWA mengeluarkan kalimat untuk mempengaruhi
SAKS! untuk memilih Pasar.gan Calon tertentu sebagaimana pada fakta yang
terungkap dipersidangan, SAKSI ZAENAB dibawah suripah telah menerangkan_~
bahwi SAKSI sebagai KOORDINATOR DESA bertanggung jawab penuh dan
mengetahui maksud dan tujuan Relawan yang dibentuknya. Tetapi, Majelis Hakim
dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan SAKSI
ZAENAB BINTI SAMPARA didalam putusannya.

Batwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo Vide Halaman 30
putusannya menyimpu'kan bahwa perbuatan TERDAKWA yang membagikan uang
kepda Peserta yeng bhadir pada pertemuan tanggal 23 Juni di rumah
TERDAKWA, merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh TERDAKWA, karena
saat uang diberikan oleh perempuan bernama WAHNI tersebut, kemudian
TERDAKWA disuruh untuk membagikan uang tersebut kepada peserta yang
hadir, TERDAKWA tidak melakukan penolakan atas suruhan perempuan WAHNI
tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telat memenuhi unsur dengan sengaja.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perkara agou menilai, ketidaktahuan
TERDAKWA caat membagikan uang terseout tidaklah patut menurut hukum untuk
dinilai telak dengan sengaja mempengaruhi pemilih. Seharusnya unsur dengan
sengzja di tujukan kepada SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA sebagai crang yang
memerintahkan TERDAKWA untuk mengumpuli<an Relawan, atau setidaknya unsur
dengen spngaa tersebut ditujukan juga kepada perempuan yang bernama WAHNI

yang membarikan uang tersebut kepada TERDAKWA untuk selanjutnya dibagikan

Kepade semua relawan yang hadir di rumah TERDAKWA.

Bahwa seharusnya dalam pengembangan kasus yang dilakukan oleh
waslu Kabupaten Bantaeng, haruslah menghadirkan perempuan WAHNI sebagai

g vang memberikan uang tersebut kepada TERDAKWA. Namun pada faktanya

“Tgpa pihak yang terlibat dan disebutkan nainanya oleh TERDAKWA selama

dtau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

dahwa pada halaman 26 putusannya, Majelis Hakim telah
mampertimbangkan, terbukti TERDAKWA tidak pernah menyuruh SAKSI JUSNIATI,
SAKSI FIRDA, DAN SAKSI KASMAWATI, atau yang lainnya agar tidak menggunakan
hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak
sah memilih calon tertentu, atau tidak memilin celon tertentu baik sebelum, setelah
atau pada saat membzarikan uang dirumah TERDAKWA, jika dihubungkan dengan
bunyi pasal 187 A Ayat 1 seharusnya pada putusan Majelis Hakim dalam perkara
ayuo menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam pasal 187 A ayat 1
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Uncarig Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Jnoang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan
Walikota Nienjadi 'Undang-Urnidang.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo hanya menilai bahwa TERDAKWA
terbuti melanggar pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa
Penuntut Umum. Seharusnya jika TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan
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meyakinkan melakukan perbuatan melavan hukum sebagaimana yang di atur dalam */
pasal 187 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan - \/

‘edua Atas lJndang-Undang Nomor 1 Tzhun 2015 Tentang Penetapan Peraturt_ag/

Pemerintah Pengganti Urnidang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gube nur, Bupati Dan Walikota Menjadi’Undang-Undang seharusnya TERDAKWA
dinyataken  bebas dati segala tuntutan, sebagaimana putusan No.
90/Pid.Sus/2018/PN.Ban atas nama TERDAKWA MUHAMMAD RIDWAN BIN
RUDDIN yang telah di vonis bebas pada hari selasa tanggal 31 juli 2018, karena delik
utama yang harus dibuktikan dalam perkara aguo adaleh delik yang telah di atur
dalam pasal 187 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peratuzan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terbukti.
sehingga jika delik dalam Pasal tersebut tidak terbukti maka semua unsur pidana
yzng didakwakan kepada TERDAKWA seharusnya gugur demi hukum atau
ceticeknya tidak ierbukti menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, benar TERDAKWA yang membagikan
uang kepada semua Relawan yang hadir di rumah TERDAKWA, tetapi telah keliru
Jka Majelis Hakim dalam perkara aquo menilai TERDAKWA telah turut serta
mewujudkan tindak pidana sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena menurut
henat kami unsur tersebut akan terbukti jika yang menyuruh melakukan telah pula
dihadapkan dipersidangan tetapi sebaliknya, seseorang yang bernama WAHNI tidak

“scs,_?‘&e'”ah diperiksa oleh Panwaslu Kabupaten Bantaeng bahkan juga oleh Penyidik
2LKUMDU atcu set:daknya dihadirkar sebagai SAKSI dalam perkara aquo untuk

. sehingga seharusnya

ejelis I-aklm d’a am perkara aquo rmemperhatikan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Menyatakan Bahwa
Hakim Dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
nukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehinggga unsur keadilan
yang meradawa inanfaat pada masyarakat penting untuk diwujudkan dalam mengadili
suatu perkara.

Bahwa putusan Majelis hakim dalam perkara agquo sangatlah berat untuk
dijalani TERDAKWA jika harus menjalani pemidanaan selama 6 (enam) bulan
penjara, sedaigkan TERDAKWA hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga vang
memiliki dua orang anak yang masing-masing berusia 10 (sepuluh) tahun dan
seorang Balita yan3 baru berusia 2 (dua) tahur yang selama proses persidangan
kedua anak terdakwa- hadir dan menemani TERDAKWA di Ruang Tahanan
Pengadilan Negeri Bantaeng. Bahwa posisi TERDAKWA sebagai orang tua (ibu) dari
2 (dua) orang anaknya yaiig masih sangat membutuhkan kasih sayang TERDAKWA
sebagai seorang ibu, maka sangatlah mengusik nilai keadilan apabila TERDAKWA
oiharuskan menjalani hukuman sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam
pekare aquo.
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Bahwa hukuman 1 (satu) bulan penjara kepada TERDAKWA telah sejalan &
cengan hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dengan jajarah 4
Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dari empat peradilan seluruh Indone_sﬂ/
yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009 menyatakan bahwa hakim
capal menyatuhkan putusan dibawa pidana minimum khusus dengan syarat
aszlkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas
dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum.

danwa berdasarkan surat edaran Mahkama Agung Nomor 3 Tahun 2015
teniang pemberizkuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun
2015 sebagai pedoman pelaksaan tugas bagi pengadilan bahwa dalam rumusan
hurumn Kamar Pidana telah membuka ruang untuk Hakim menjatuhkan pidana
dibawah pidana minimum yang diatur, yang mana hakim memutus sesuai surat
dakwaan tetapi dapat menyimpangi pidana minimum khusus dengan membuat
pertmoangan yang cukup. Dalam perkara aquo, Majelis Hakim menjatuhkan pidana
denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dué ratus juta rupiah) adalah hal yang tidak
nencerminkan nilai keadilan dimana TERDAKWA hanyalah Ibu Rumah Tangga
dergyan latar belakang keluarga yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
sehngga pidana denda yang dijatuhkan tersebut, akan menambah beban dan

enderitaan TERDAKWA dan keluarga. Seharusnya Majelis Hakim dalam perkara
ac,-uo mempertimbangkan pendapat Mantan ketua Mahkamah Agung RI Bapak
HARIFIN A. TUMPA yanc menjelaskan Seorang Hakim bukan hanya corong dari

Undang-Undang tetapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dalam
Mmasyarakat. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim AGUNG ARTIDJO
ALI(O TAR yang menyatakan bahwa “penjatuhan pidana dibawah minimum
tiasarkan atas rasa keadilan dengan menggunakan hati nurani
\ Bahwc besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara aquo
senarusnya dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim pada Pengadilan
\'\nakassar dalam mengadili perkara aquo, Sebagaimana pertimbangan Majelis

pengadilan  Negerir Sidenreng Rappang dalam putusan Nomor
/§1d.Sus/2013/PN Sdr atas nama TERDAKWA HASNA TANG ALIAS HASNA

i SENNANG yang putusannya telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada
Pt :ngedilan Tingyi Makassar.

Bahwa jika melihat peren TERDAKWA dalam perkara aquo, seharusnya
TERDAKWA mendapatkan putusan yang sarmna dengan putusan yang telah
dijatuhkan dalam putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sdr atas nama
TERDAKWA HASNA TANG ALIAS HASNA BINTI SENNANG:

Bahwa barzrg bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut
Umum yaitu uang sehbesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tidak sebanding
dengan beratnya hukuman yang harus dijalani TERDAKWA sebagaimana putusan
Hakim dalam perkara aquo;

Bahwa Femidanaan tidaklah bcleh dipandang sebagai media pembalasan
dendam sebagaimana doktrin hukum pidana modern yang telah menempatkan
TERDAKWA sebagai manusia yang harus dilindungi hak-haknya bukan sebaliknya
yaitu menjadillan TERDAKWA sebagai subjek hukum yang tidak berdaya ketika
berhadapan dengan hukum. Bahwa salah satu tujuan utama pemidanaan ialah
memperbaiki perilaku TERDAKWA agar bisa kembali menjadi manusia yang mampu
membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat. Hal ini pula telah diuarikan PROF.

i

.n cn
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DR. MUHAMMAD ALl SH. MH yang merupakan Guru Besar Fakulatas Hukum
Un.veritas Hasanuddin dalam bukunva Kajian Empiris Hukum menguraikan tu;uaﬁ

utar.a Pukum adalah memberikan kemanfactan tertinggi kepada ummat manusia.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMBANDING/TERDAKWA mohon aGar

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan memberikan
putusan :

1. Menerima seluriihnya atau sebagian Permohonan dari Pemohon Bénding;--

2. Menyatakar TERDAKWA tidak tterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pebuatan melawan hukum melanggar ketentuan pasal 187 A Ayat 1 Undang-
lJnoang Nomor 10 Tahuii 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Norror 1 Tahun Z015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Menerima, memeriksa dan mengadi'i kembali putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bantaeng nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ban:-------xx=s---cccccmmmcmmmmmmecmmmne-

Venimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut -

1. Bahwa kami tidak cependapat dengan amar putusar yang menjatuhkan
Pidzna kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

S —

N . Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Majelis

\Hakim Pengadilan Neceri Bantaeng yang.teiah memeriksa perkara a quo dan

, merngapresiasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng
“ vang telah sependapat cengan kami menilai fakta-fakta hukum yang terungkap
¢'i persidangan sehingga memilik Dakwaa'n Alternatif Kedua sebagai Dakwaan
yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Adapun Putusan Majelis Hakim
2engadilan Negeri Bantaeng yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti
<ecara sah dan meyakinkan sehingga kami memandang seharusnya
Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah
diperbuatnya;
¢ Bahwa dJalam Dakwaan Alterratif Kedua tersebut perbuatan Terdakwa
dinyatakan melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun
2016 Tentang Pzarubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
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2014 Tentarg Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menja ”"Und-a'rij:.j y
undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP: Sy j

» Benwa delam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahuﬁ%
tersebut menyebutkan jika ancaman pidananya yakni Pidana Penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
serta Denda paling sedikit Rp. 200 000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu n.1ilyar runiah);

- Bahwa khusus untuk Pidana Peniara, jelas dalam rumusan Pasal tersebut
terdapat ancaman pidana minimum, dalam artian Undang-undang telah
membatasi minimal lama pidana penjara yang bisa diterapkan kepada subjek
nukum yang terbukt’ melanggar Pasal 187A ayat (1) tersebut, yakni dalam hal
ini 26 (tiga pulth enam) bulan. Adapun pemberian batasan ancaman minimal
tersebut menunjukkan jika Pasai 187A ayat (1) ini, secara tidak langsung
memberikan kaidah kepada Penuntut Umum dan Hakim dalam penentuan
hukuman bagi subjek hukum, dan sevogyanya kaidah tersebut haruslah kita
taati selaku bagian dari Criminal Justice System yang memiliki tugas utama
Penegekan Hukum. Selain itu, pemberian batasan ancaman minimal tentunya
memiliki maksud tersenairi oleh pembentuk undang-undang, yang memandang
Jika perbuatan yang dilarang dalam Pasal 187A ayat (1) ini merupakan tindak

\ piaana yang serius dan sudah begitu massive terjadi di masyarakat ketika ada

%\penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Di, masyarakat sendiri tindak pidana
jyang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) ini dikenal dengan istilah “money politic”

J atau jika diartikan disebut “politix uang”. Oleh karena sitatnya yang serius dan

: begiwu massive terjadi di masyarakat, money politic ini dipandang telah

menabrek dan merusak norma dasar bernegara kita yang biasa kita kenal

dengan istilah Demokrasi, karena pemberian uang tersebut membuat pemilih
tidak bebas dan jujur dalam menentukan pilihannya sehingga bisa dikatakan
sudah tidak demokratis lagi. Selain itu pula money politic ini merupakan cikal
bakal atau embrio dzri Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu sudah pantaslah

kiranya perumusan pidana penjara yang dimuat dalam Pasal 187A ayat (1)

ersebut memuat ancaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan;

» Baiiwa melihat hal tersebut dengan dikaitkan dengan Teori Pemidanaan
modern yang menitikberatkan Pemidanaan haruslah memiliki sifat preventif
(preventif umum dan preventif khusus) serta sifat edukasi baik bagi pelaku
maupun bagli masyarakat umum. Oleh karena itu Jika dikaitkan dengan perkara

a quo yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan
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meyakinkan bersalah melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang KIl. No.

10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 ..

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomeor®

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana
penjera selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bantaeng menurut ka ni kurang tepat karena pidana Penjara selama 6 (enam)
bulan tersebut terlalu ringan bahkan jauh dari minimal ancaman pidana penjara
yang diinginkan Pasal 187A ayat (1) tersebut. Penjara selama 6 (enam) bulan
menurut kami tidak akan mampu mewujudkan sifat preventif tersebut,
sehingga akan ada kemungkinan munculnya pelaku-pelaku lain ke depannya.
Sama halnya, 6.(enam) bulan tersebut juga tidak akan memberikan edukasi
apa pun bagi Terdakwa dan juga masyarakat umum. Kami sangat
mengharapkar adanya peniatuhan hukuman yang memberikan pengetahuan
ke Masyarakat jika perbuatan money poltic tersebut mempunyai ancaman
pidana yang tidak main-main dan begitu berat, sehingga masyarakat yang
mengetahui hal tersebut langsurg berpikir 2 (dua) kali jika ingin melakukan
perbuatan yang sama, hal ini tentunya secara tidak langsung memberikan sifat
pencegahan di tengah-tengah masyarakat (preventif umum). Oleh karenanya
besar harapan kami jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang
memeriksa perkara a quo, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan yang
diamanatkan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
ventang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
tersebut;

<. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak menerapkan Peraturan Hukum

v atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya;

Behwa dalam amar Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bantaeng menyebutkan “Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti
MARSUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia secara lanasung untux mempengaruhi pemilih agar memilih

calon tertentu”
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» Bahwa penggolongan Tindzk Pidana “memberikan uang sebag 'fmbalan

kepada warga ncgara Indonesia secara langsung untuk mempenga (l’\}}
pemilih agar memilih calon tertentu”, menurut kami kurang tepat k‘éren/
tidak sesuai dengan Pasal Dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertarna, yar.g mana yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 187A Ayat (1)
Undar.g-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU
Nemor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walkkota Menjadi UIndang-undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jika
dilihat dalam Dakwaan Alternatit Kedua tersebut, terdapat Pasal penyertaan,
yang mana dalam Analisis Yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah
mambahasnya secara gamblang dan begitu rinci, dan bahkan dinyatakan
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku peserta
(m2deplegen),
» Bahwa penentuan Terdakwa sebagai pelaku peserta (medepleger), menurut
kami sucah sangat tepat dan oleh karena Majelis hakim Tingkat Pertama
dalam Analisis Yuridisnya telah menentukan Terdakwa sebagai pelaku peserta
(medepleyer), maka seharusnya dalam amar putusannya puh menyebutkan
kualifikasi Teidakwa sebagai pelciiu peserta “turut serta dengan sengaja
melakukan perbuatan melawari hukum inemberikan uang sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk
rmempengaruki pemilih agar memilih calon tertentu”. Untuk itu perlu kiranya

amar dari Putusan perkara a quo diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim

Tiagkat Banding;

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka

kami seodagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili

parkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut -

MENGADILI:

I Menzrima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);

2. Memperbaki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Agustus 2018,
Nomor : 93 / Pid,Sué /2018 / PN.BTG, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIR: :

1. Menyatal.an Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja
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[i @
melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Q
warga negéra Indonesia secara langsung atau tidak langsung unftff‘g;f'
mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertenty” sebagaimana Dakwaaf/
Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Rl Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang
Penetapar Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55
ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Nenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi
seluruknya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa
tetep ditahan, serta membebani Terdakwa membayar Denda sebesar Rp.
250.000.000,- (due ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
Menetapkan barang bukti berupa :

w

* 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah):

» 1 (satu) lembar undangar. meniilih yang berwarna orange:
dikembalikan kepada Panwas Kab. Bantaeng;

» Menetapkan ayar Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI membayar
biaya perkara sepesar Rp. 5.€00,- (lima ribu rupiah);

tanggal 14 Agustus 2018, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sera surat-surat lain
ying berkeitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
opzhwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Fz=tama dalam puiusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindék pidana sebagaimana didakwakan dalam
Pasal 167 A ayat (1) Undang-Urndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
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Guberriur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sudah tepat an benar

menurut hukum, karena dalam pertimbargan-pertimoangan hukumnya telah memu:.’y

can menguraikan dengan iepat dan bznar semua fakta maupun keadaan serté
a'asan-alasan yang menjaci dasar putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat
Penama tersebut diambil alih dan aijadikan pertlimbangan Pengaailan Tinggi sendiri
dalair memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali tentang lamanya
pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan
Tinagi perlu diperbaiki dengan pertimbangan tambahan yang meringankan sebagai
parikut

Msnimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan penjatuhan
cidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai
akicat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan

untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa. agar

Vg \'}g.\\ Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain
SIS A

74, ™

kemudian hari, dan lagi pula perbuatan Terdakwa yang ierbukti tersebut adalah
A

pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku Terdakwa agar bisa kembali menjadi
masyarakat yang mampu membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat: --—-----------
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3
Tanun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa
dalam rumusan hukum Kamar Pidana telah membuka ruang untuk Hakim
menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum yang diatur:-----=---===-=-ceeeeeecccmcnseeec
Menimbang, bah\;.fa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa peran Terdakwa

bukanlah sebagai pelaku utama dan bukan juga sebagai orang yang menyuruh
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melakukan, sehingga adalzh adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama \fy

Y wl jf
dengan pelaku-pelaku yang lain dalam perkara a quo; 7 '
& T g

S ——

Menimbang, bahwa putusan Mz;elis Hakim tingkat pertama terlalu berat bagi
lcrdakwa, sebab Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki 2

(dua' anak yano masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun, yang masih

. meributvhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibu;-----------
Menimbang, behwa dengan aemikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana

akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini, Pengadilan Tinggi memandang

adelah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
Menimbang, bahwa disamping nal yang meringankan tersebut diatas, maka
selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbang hal-hal yang memberatkan
maupun yang meringankan kesalahan Terdakwa :
ral vang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang benar dalam
pela<sanaan Pilkads;
yanJ meringankan :

- Terdakwz belum pernah dihukum;

Teroakw= adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 (dua) anak yang

masih kecil;

Terdakwa adzlah juga korban dari perlakuan orang-orang yang tidak

bertang.";ungjav\;ab, yang hanya mengejar keduduke~ dalam jabatan Negara
[ (bupati) tanpa mempertimbangkan resiko yang diderita oleh orang lain
:armasuk Terdakwa yang merupakan anggota masyarakat awam yang tingkat
pendidikannya rendah dan tidak pernah memikirkan resiko/akibat dari

perbuatannya;
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/

Mzanimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka puwsan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggat/
14 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut diperadilan tingkat banding harus
diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan sebagaimana dalam

amar PUUSAN 1N ==m=msmmmm e e e .-

Menirbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan hukuman yang akan
diberikan kepada Terdakwa berupa hukuman perjanjian dan tidak perlu dijalani
kecuali Terdakwa telah melakukan suatu pertuatan yang dapat dijatuhi pidana
dengan masa percobaan seperti dalam amar putusan ini, maka beralasan untuk
memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari |

tahanan;---- S

~Menimbang, bahwz oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
vidana, maka kepade Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peracilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan

Mengingat, pasal 1567 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016

ang Perubahan Kedua Atas Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

newapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981
Tentang <itah Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari

nereturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-------------

MENGADILI:

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikola Menjadi Undang-Undang, pasal
Menezrima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

tersebut;
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93/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan “banding’

Mangubah putusan Pengadilan Negeri Bantaer g ; No

"

tersebut sekzdar mencenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Terdakwa sehingca amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

&

Lo
£

kami:

Menyatakan Teraakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti
sacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan
uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung
untuk m2mpengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama: 6 (enam) buiar; dan menjatuhkan pidana denda sebesar
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dehgan ketentuan apabila denda tersebut
tidak diLayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
Meretap<an bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila
dikemudian hari afa perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa
melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa
percobasan selama & (delapan) bulan;

Menetepkar agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uncangan memilin
yang berwarra orange, terlampir dz!'am berkas perkara,;

Membebankan kepada Terdakwa untuk memkbtayar biaya perkara dalam

hedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00

(dua ribu rupiah);----=-=-- e b s b e i e s

Dzmikianiah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

F=ngadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 27 AGUSTUS 2018 oleh

MAKKASAU, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. JACK JOHANIS
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Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tingoi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 27 AGUSTUS 2018 oleh
kami: MAKKASAU, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. JACK JOHANIS
OCTAVIANUS, S.H.M.H. dan AHMAD SHALIHIN, S.H,M.H. masing-masing
y sebagai  Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ‘hari itu juga
¥ calam parsidangan yang terbuka untux «mum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh ANDI
MARILIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg! tersebut, tanpa

dihadiri olzh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Angoota Hakim Ketua
Ttd Ttd
DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.
Ttd

AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

5 _—~TURUNAN SESUAI ASLINYA
! AN. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
p PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSl,f
e T I i oot

HoSYAHRIR DAHLAN, S.H.
/Sainan/Turunar NIP-49651120 198903 1 004

ROengan Aslinya
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